WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

i PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
1 NOMOR 45 TAHUN 2017

|
|

TENTANG

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran

|
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
l
|

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenténg Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 5679;

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tamabahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah
Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12 );

16. Peraturan...




Menetapkan

16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016
Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1
(1) Pendapatan :
A, Semula...c.cciiiiiiiiiiiiiieineaceanenen Rp. 612.679.629.340,40
b. Bertambah.......ccccccoeeiiinnnn. Rp. 28.465.334.052,38
Jumlah Pendapatan setelah....... Rp. 641.144.963.392,78
Perubahan
(2) Belanja :
a. Semula......ccoooiiiiiiiiiiiiii.. Rp. 631.439.596.721,00
b. Bertambah..................l Rp. 27.387.604.761,38
Jumlah Belanja setelah.............. Rp. 658.827.201.482,38
Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah............ Rp. (17.682.238.089,60)
Perubahan
(3) Pembiayaan :
a. Penerimaan
1. Semula.....coeeiriniiiiiniieninnennne.. Rp. 25.448.887.038,60
2. Bertambah.......cccceeeuenennen... Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan............. Rp. 25.448.887.038,60

setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1. Semula....ccoocoiiiviniiiiiniinnienen. Rp. 6.688.919.658,00
2. Bertambah......c.coeevuernnnnn..n. Rp. 1.077.729.291,00
Jumlah Pengeluaran........... Rp. 7.766.648.949,00
setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto... Rp. 17.682.238.089,60
setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan........ Rp. 0,00

anggaran setelah perubahan
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota
ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota
ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
‘Peraturan Walikota ini.

Pasal 4.



Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku -~ pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 25 Oktober 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,
dto.

MOCHAMAD SUGENG
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 77

Salinan sesuai depgan aslinya




